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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas mengenai kewenangan 

badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menyelesaikan sengketa 

wanprestasi pada pembiayaan konsumen, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan dalam menyelesaikan 

sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen disebabkan karena: 

a. Perbedaan cara pandang dalam melihat sengketa wanprestasi pada 

pembiayaan konsumen. BPSK lebih melihat pada perbuatan pelaku usaha 

yang merugikan konsumen baik itu dalam pencatuman klausula baku atau 

penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.. 

Mahkamah Agung lebih menitikberatkan dasar penyebab sengketa itu 

terjadi yakni adanya ingkar janji dalam pelaksanaan suatu perjanjian 

pembiayaan. 

b. Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa wanprestasi yang terjadi 

pada pembiayaan konsumen tidak merujuk pada fakta-fakta hukum lain 

yang terjadi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. 

Mahkamah Agung selalu beranggapan BPSK tidak berwenang mengadili 
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sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen atas dasar 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018. 

c. Ketika di dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen telah ditentukan 

tempat penyelesaian sengketa yaitu di pengadilan negeri, BPSK tetap 

menerima dan mengadili perkara tersebut dengan berdasar pada Pasal 4 

Undang Undang Perlindungan Konsumen. 

d. Pengertian sengketa konsumen yang tidak jelas menyebabkan BPSK 

memiliki anggapan bahwa semua sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen akhir adalah menjadi wewenangnya. Juga tidak dijelaskan 

dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 

72 Tahun 2020 kerugian yang bagaimana yang dapat dijadikan dasar bagi 

konsumen untuk menggugat ke BPSK. Nilai kerugian yang dialami 

konsumen juga tidak memiliki tolok ukur yang pasti. 

e. Tidak adanya batasan limitatif terhadap kewenangan BPSK yang 

ditentukan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan 

adanya perbedaan pandangan tersebut. Tidak dijelaskan secara rinci 

sengketa seperti apa yang menjadi wewenang BPSK atau pengadilan 

negeri. 

2. Untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diungkapkan Gustav 

Radbruch bagi konsumen, perlu dilakukan perubahan dan penambahan agar 

batasan kewenangan BPSK menjadi jelas kedepannya. Pengertian dari 

sengketa konsumen yang selama ini hanya tercantum dalam peraturan 

menteri perlu ditambahkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. 
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Kemudian di dalam penjelasan umum tentang pengertian sengketa konsumen 

perlu dijelaskan bahwa sengketa yang timbul atas pelaksanaan suatu 

perjanjian yang berakibat pada kerugian yang dialami konsumen termasuk 

dalam sengketa konsumen yang diatur dalam undang undang ini. Di dalam 

perubahan Undang Undang Perlindungan Konsumen juga perlu ditegaskan 

bahwa hanya nilai kerugian materiil yang kecil yang dapat diadukan ke 

BPSK. Jika nilai kerugian yang dialami konsumen relatif cukup besar maka 

konsumen harus membawa perkaranya ke pengadilan negeri. Ketika di dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen antara para pihak sudah ditentukan tempat 

penyelesaian sengketa yaitu di pengadilan negeri atau di lembaga 

penyelesaian sengketa lainnya, BPSK sudah semestinya menolak untuk 

mengadili sengketa tersebut. Ditunjuknya pengadilan negeri sebagai tempat 

penyelesaian sengketa maka kewenangan mutlak menjadi milik pengadilan 

negeri, kecuali di luar ketentuan yang diperjanjikan para pihak membuat 

kesepakatan lain untuk menyelesaikan sengketanya di BPSK. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bahwa: 

1. Selama Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen belum 

disahkan, diharapkan Mahkamah Agung ketika mengadili sengketa 

wanprestasi pada pembiayaan konsumen melihat fakta hukum lain yang 

terjadi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak 

begitu saja langsung menganulir bahwa BPSK tidak berwenang mengadili 

sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen. 
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2. Diharapkan pemerintah segera merampungkan penyusunan Rancangan 

Undang Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini sudah masuk dalam 

Program Legislasi Nasional Prioritas 2023 agar BPSK memiliki dasar hukum 

yang kuat terkait kewenangannya untuk mengadili sengketa wanprestasi 

khususnya wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan konsumen yang selama 

ini selalu dianulir oleh Mahkamah Agung.  
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